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A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 





Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa S es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titik di ح
bawah) 
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز




 Syin Sy Es dan ye ش
 Sad S es (dengan titik di ص
bawah) 
 Dad D de (dengan titik di ض
bawah) 
 (Ta T te (dengan titik di bawah ط
 Za Z zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain ‘ Apostrop terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostop ء




Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa  tanda atau harakat, 
trans literasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A َـ
 Kasrah I I ِـ
 Dammah U U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, trans literasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  ي




a dan i 
 
  و














Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




















a dan garis di atas 
  ي












u dan garis di atas 
4. Tā’marbūṫah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah di ikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu trans literasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 
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Jika huruf یber -tasydid diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah(ِـ), maka ia di trans literasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti 
nya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 
dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 
sunnah ,khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah(هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 





Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
trans literasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan  huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang nya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).  
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  
Swt.  = subhānahūwata, ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 




SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS An- Nisa/4:58 

















Nama    : Riana  
NIM    : 11000116021 
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kec.     
Polongbangkeng Utara Kab. Takalar 
 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar? Pokok 
masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submaslah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu :1) bagaimana proses pelaksanaan sistem gadai sawah di 
Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar?, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap sistem gadai sawah di Kec.Polongbangkeng Utara Kab. Takalar?. 
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penetian yang 
digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui 
tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di 
Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai 
(murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai 
barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai 
atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. 
Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi 
ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan 
akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan 
tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan 
dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah 
menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma. 
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Mengenai  pelaksanaan  gadai sawah 
tersebut,  antara  Pemberi  Gadai (rahin)  dan Penerima  Gadai (murtahin)  harus  ada  
kejelasan  mengenai  waktu  pengembalian hutang  dan  barang  jaminan setelah jatuh 
tempo,  sehingga  pelaksanaan  gadai  tidak  berlarut lama. Dalam pelaksanaan gadai 
di Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar jangan sampai 
mengabaikan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadist, dan 
Ijma para ulama yang merupakan dasar hukum gadai. 






A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup bagi manusia secara 
menyeluruh mulai dari aspek terkecil hingga ke aspek terbesar semuanya terdapat 
dalam ajaran Islam. Aspek dalam kehidupan mencakup aspek aqidah, muamalah, 
akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya hidup yang bahagia. Agama 
Islam mengajarkan agar tidak hidup sendiri, namun Islam diajarkan saling tolong 
menolong kepada sesama manusia. Salah satu bentuk tolong menolong adalah 
pemberian dan juga pinjaman. 
Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari hubungan dengan 
orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu 
manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu 
aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. 
Proses untuk membuat kesepakatan antara keduanya disebut dengan proses 
berakad. Dalam melakukan akad, harus secara baik dan benar sesuai dengan hukum 
Islam hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mencegah kerusakan pada manusia 
dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, serta menerangkan jalan yang harus 
dilalui oleh manusia. 
Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 




 kehendak para pihak), mahallul-‘aqd (objek akad), dan maudhu’ al-‘aqd  (tujuan 
akad).1 
Fikih mu’amalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku 
manusia didunia yang berkaitan dengan harta. Fikih mu’amalah mencakup masalah 
transaksi komersial (al-mu’awadat) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup 
transaksi sosial (tabarru’at) seperti hibah, wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran 
kewajiban (isqatat) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah penguatan (tutsiqat) 
seperti gadai, hiwalah, dan kafalah. Al-Musyaiqih mengartikannya sebagai hukum 
syara’ yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, dan 
gadai. Fikih mu’amalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola 
akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.2 
Salah satu hal pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu menjaga 
kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, pemberi 
pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. 
Apabila penerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan 
dapat dijual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum Islam disebut rahn 
atau gadai. 
                                                             
 1Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 96. 




Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya dalam al-Quran, hadits, dan 
ijma para ulama. Dalam al-Qur’an dibolehkannya utang piutang dalam gadai ialah 
firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283 
ا ْقبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعض  م  ا فَِر َهٌن َكاتِب  َواِن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجدُواْ 
َها فَإِن هُ هُ َوالَ تَکتُُموا الش َهدَةَ َوَمن يَکتُمنَتَهُ َوليَت ِق هللاَ َرب  ااْؤتُِمَن أَمال ِذی  فَْليَُؤد ِى
 َءاثٌِم قَلبُهُ َوهللاُ بَِما تَعَملُوَن َعِليمٌ 
Terjemahnya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 
persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 283)3  
   
Secara istilah, rahn (gadai) berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan 
utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini 
berarti bahwa rahn (gadai) sama artinya dengan borg, yakni sesuatu yang digadaikan 
oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang 
tersebut tidak bisa membayar utangnya. Ibn Qudamah mengartikan rahn (gadai) 
dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga 
                                                             
 3Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka 




pembayar apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak 
pemberi pinjaman.4 
Unsur-unsur dalam rahn (gadai), orang yang memberikan barang gadai disebut 
rahin, orang yang menerima barang disebut murtahin sedangkan barang yang 
digadaikan disebut marhun. Maka dapat diuraikan bahwa gadai adalah suatu pinjaman 
yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat utang tersebut 
sudah dilunasi. 
Berkaitan dengan barang jaminan, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26/DSN-
MUI/III/2008 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jaminan dalam bentuk barang 
atas utang, tetapi barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan atau pemanfaatan 
rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.5 
Masyarakat tepatnya di Kecematan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
terdapat suatu tradisi yaitu gadai sawah. Gadai sawah yaitu pemilik barang jaminan 
atau orang yang ingin meminjam uang menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan 
untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan secara tunai dari pihak yang akan menerima 
barang jaminan tersebut. Dimasyarakat praktik gadai sawah berkembang sangat pesat 
karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 
merupakan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan bantuan dana. Praktik gadai 
sawah ini dianggap mudah karena tidak memerlukan waktu yang lama sehingga 
                                                             
 4Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
h. 102. 




masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan barangnya dalam hal ini masyarakat 
lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman. Sistem gadai sawah yang ada di Desa 
Balangtanaya sangat beragam mulai dari tidak adanya batasan waktu dalam 
pengembalian pinjaman, serta peminjam meminta tambahan pinjaman tanpa 
menambah nilai barang yang dijadikan jaminan, dan peminjam juga biasa mengelolah 
sendiri sawah yang dijadikan barang jaminan tetapi hasil dari tanamannya dibagi dua 
antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. 
Dalam sistem gadai sawah masyarakat lebih memilih sawah yang lebih mampu 
memberikan hasil yang lebih baik serta dapat dikelolah langsung untuk mendapatkan 
keuntungan dari barang yang dijadikan barang jaminan. Lahan pertanian yang 
dijadikan barang jaminan dikelola oleh murtahin serta hasil dan manfaat diambil oleh 
murtahin sampai utang rahin lunas.  
Gadai sawah yang ada di Desa Balangtanaya Kecematan Polongbangkeng 
Utara Kabupaten Takalar sudah menjadi salah satu tradisi bagi masyarakat setempat. 
Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memerlukan 
dana yang cepat, maka dari itu jalan satu-satunya masyarakat melakukan gadai sawah. 
Proses gadai sawah ini sangat sederhana, dengan datangnya orang yang akan 
menggadaikan sawahnya kepada orang yang akan memberi pinjaman. Masyarakat di 
Desa Balangtanaya menggadaikan sawahnya kepada kerabat, keluarga dan tetangganya 
sendiri. Namun dalam gadai sawah tersebut tidak memiliki jangka waktu pengembalian 
pinjaman selama penggadai belum bisa mengembalikan uang pinjamannya maka 




gadai dilakukan kedua bela pihak tidak menghadirkan saksi karena penggadai dan 
penerima gadai sudah saling percaya. Fenomena praktek gadai sawah terkait dengan 
pemanfaatan barang jaminan di Desa Balangtanaya dilakukan tanpa adanya batasan 
waktu dalam menggadaikan lahan petaniaan. Sehingga sering terjadi gadai tersebut 
berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu melunasi utangnya. 
Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui 
lebih lanjut bagaimana sistem gadai sawah menurut hukum Islam. Sehingga menjadi 
latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. 
Takalar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok skripsi ini adalah 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah, untuk memudahkan 
dalam membahas masalah pokok tersebut, maka di rumuskan sub masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana proses pelaksanaan gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara 
Kab. Takalar ? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. 







C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam karya tulis ini mengenai tinjauan hukum Islam 
terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. 
2. Deskripsi fokus 
a. Pengertian gadai  sawah 
Gadai sawah yaitu barang jaminan  oleh orang yang berutang.  
b. Pengertian Hukum Islam  
Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 
sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain 
jinayat (pidana Islam).6 
D. Kajian Pustaka  
Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian yang akaan dilakukan, Adapun beberapa penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti : 
1. Skripsi Zia Ulhaq (2014) dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam 
Mengenai Sistem Gadai Sawah (study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa 
Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)”, Skripsi ini 
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menjelaskan bagaimana akad gadai sawah dan pemanfaatannya terhadap 
jaminan berupa gadai sawah dalam hukum Islam.7 
2. Skipsi Ahmad Faisal (2017) dengan judul penelitian, “Pandangan Ekonomi 
Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecematan Barebbo 
Kabupaten Bone”,8dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem gadai 
sawah ditinjau dari sistem ekonomi Islam di desa Talungeng Kecematan 
Barebbo Kabupaten Bone. 
3. Skripsi Muhammad Jamroni mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, 
Fakultas Syari’ah. Dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap 
praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Penyalahan Kecematan Jati 
Negara Kabupaten Tegal)”9 dalam skripsinya yang menjadi permasalahan 
yaitu yang berkaitan dengan praktik gadai sawah serta bagaimana tinjaun 
hukum Islam mengenai praktik gadai sawah dimasyarakat Desa Penyalahan 
kecematan Jatinegara Kabupaten Tegal, didalam skripsi tersebut sudah sesuai 
dengan syarat dan rukun gadai hanya perlu perbaikan yang berkaitan dengan 
pembagian hasil barang jaminan. Dalam pandangan hukum Islam praktik gadai 
                                                             
7Zia Ulhaq, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (study Kasus Di Dusun 
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:Fakultas Agama Islam, 2014) 
8Ahmad Faisal, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa 
Talungeng Kecematan Barebbo Kabupaten Bone”, skripsi (Fakultas ekonomi & Bisnis Islam UIN 
Alauddin makassar, 2017) 
9 Muhammad Jomroni, “Analisis Hukum Islam Terhadap praktek Gadai Sawah (Studi Kasus 
Di Desa Penyalahan Kecematan Jati Negara Kabupaten Tegal)”, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN 




sawah ini tidak sesuai dengan konsep Islami karena semua keuntungan diambil 
oleh penerima gadai. 
4. Skripsi Isti’anah (2009) yang berudul Praktek Gadai Sawah Ditinjau dari 
Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)10 
dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan gadai  tanah 
sawah dilihat dari akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi dalam 
pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh murtahin baik secara hukum 
maupun secara adat tidak sah karena adanya salah satu pihak yang merasa 
dirugikan karena sawah yang dijadikan jaminan sepenuhnya dimanfaatkan oleh 
murtahin. 
5. Skripsi dengan judul Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif 
Hukum Islam oleh Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Fakultas Syariah 200411. Dalam penelitian ini dari segi rukun dan syarat, gadai 
yang ada dimasyarakat bugis di Kec. Watang Sidenreng sudah sah tetapi dari 
segi pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena 
terdapat penyelewengan dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam 
hukum Islam jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas maka dari itu 
dilarang untuk di lakukan. 
                                                             
10 Isti’anah, “Praktek Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun 
Kec. Balapulang Kab. Tegal)”, Skripsi (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) 
11 Supriadi, gadai tanah pada masyarakat bugis dalam perspektif hukum Islam, Skripsi 




Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum pernah 
dibahas mengenai sistem gadai sawah menurut hukum Islam di Kec Polongbangkeng 
Utara Kab. Takalar. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan gadai sawah di Kec. Polongbangkeng 
Utara Kab. Takalar ? 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di 
Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar? 
Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat baik secara praktis maupun secara 
akademis sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 
sistem gadai sawah secara teori, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan 
pemahaman mengenai sistem gadai sawah sesuai dengan hukum Islam. 
2. Kegunaan praktis 
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk umat Islam yang sering 









A. Pengertian Gadai 
Secara bahasa, rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al habsu, 
yang artinya penahanan. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa rahn menurut syara’ 
adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, 
sehingga orang yang bersangkutann dapat mengambil manfaat dari barang tersebut. 
Menurut istilah syara’ rahn adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut 
pandangan syara’ sebangai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 
tanggungan utang itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima. Gadai 
(Rahn) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal boleh 
diwakilkan atas jasanya, Maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu 
dari pemberi amanah. 
Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn : 
1. Menurut ulama Syafi’i, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jamainan 
hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam memabayar 
utang. 
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang 
sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang tidak mampu 








Rahn diartikan menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 
yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan  tersebut memiliki nilai ekonomis. 
Sehingga pihak yang menahan mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali 
piutangnya.1 
Menurut pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh 
kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur, sebagai 
jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil 
pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan 
pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 
pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan 
setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.2 Menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gadai (rahn) adalah penguasaan barang milik 
peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.3 
Secara umum gadai merupakan perbuatan dalam bidang perekonomian, 
dimana orang yang menggadaikan suatu barang mendaptkan uang sebagai imbalannya, 
uang tersebut sebgai utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. 
 
                                                             
1Rodoni Ahmad, Asuransi dan Pegadaian Syari’ah (Jakarta: Mitra Acara Media, 2015), h. 57. 
 2Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004), h. 34. 





B. Dasar Hukum Gadai 
1. Al-Qur’an 
Rahn dalam Al-Qur’an berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283: 
ْقبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكم بَعْ  ا فَِر َهنٌ َواِن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجدُواْ َكاتِب   ا م  ض 
مَها هُ َوالَ تَکتُُموا الش َهدَةَ َوَمن يَکتُ َوليَت ِق هللاَ َرب  نَتَهُ ااْؤتُِمَن أَمال ِذی  فَْليَُؤد ِى
  فَإِن هُ َءاثٌِم قَلبُهُ َوهللاُ بَِما تَعَملُوَن َعِليمٌ 
Terjemahnya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 
persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 283)4 
 
 Surah al-Baqarah ayat 283 mengajarkan bahwa dalam memperkuat suatu 
perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua 
orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Dalam ayat al-
Qur’an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seorang 
hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang 
lain, dengan cara menjaminkan suatu barang kepada orang yang berpiutang.  
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2. Al Hadist 
ا ِمْن  َعلَْيِه َوَسل َم اْشتََرى َطعَا مَ َصل  َّللا  َعْن َعانَِشةُ َرِضي َّللا  َعْنَها أَن  الن بِي  
 يَُهوِدي إلَى أََجٍل َوَرَهنَهُ ِدْرَعا ِمْن َحِديدِ 
Artinya : 
Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan 
menjaminkan kepadanya baju besi.”(H.R. Bukhari – no 1926, kitab Al Buyu-, 
dan Muslim).5 
 
Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-
bedakan antara kaum muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka 
seorang muslim juga wajib membayar utangnya seklipun kepada non muslim. 
ُ اا َماِلکا َعن ابِن ِشَها ٍب َعن َسِعيِد بِن قَاَل يَحَي َحد ثَنَ ِ َصل ی َّللا   لُمسَي ِب أَن  َرسُوَل َّللا 
هُن قََل َماِلکا َوتَفسِ  ُ أَعلَُم أَ َعلَيِه َوَسل َم قَاَل اَل يَغلَُق الر  ن يَرَهَن يُر ذَِلَکا فِيَما نَُری َوَّللا 
ُجِل بِالش   هَن ِعندَ الر  ُجُل الر  هِن فَضلٌ الر  اِهُن  يِء َوفِي الر  ا ُرِهَن بِِه فَيَقُوُل الر  َعم 
يِه لَهُ وَ ِللُمر تَِهِن إِن ِجئتَُکا  هُن لََکا نَِما ُرِهَن فِيِه ِجق َِکا إِلَی أََجٍل يُسِم  اَل فََهذَا قَ إاَل  فَالر 
َجِل َصاِحبُهُ بِال ِذي َرَهَن بِِه بَعدَ الَ  اَل يَصلُُح َواَل يَِحلُّ َوَهذَا ال ِذي نُِهَي َعنهُ َوإِن َجاءَ 
ا  فَُهَو لَهُ َوأَُری َهذَا الش رَط ُمنفَِسخ 
Artinya : 
Yahya berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Said 
bin Musayyab bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 
jaminan utang tidak boleh dimiliki, Malik berkata : Tafsir dari sabda beliau Wa 
allah ‘alam bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak 
lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah utang. 
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Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, saya 
akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi 
jika tidak maka barang gadaian menjadi milikmu, Malik berkata : inilah tidak 
benar atau tidak halal, praktik semacam ini yang dilarang. Yakni jika pemilik 
barang melebihi waktu yang ditentukan maka barang yang digadaikan tersebut 
menjadi milik si penerima gadai. Dan aku lihat syarat seperti ini tdak sah. (HR. 
Malik No. 1217)6 
 
 ِ الَ يَغلَُق :» قَاَل  –ليه وسلم صلی َّللا  ع–َعن أَبِی هَُريَرةَ قَاَل أَن  َرسُوَل َّللا 
هُن ِمن َصا ِحبِِه ال ِذی َرَهنَهُ لَهُ ُغنُمهُ َوَعلَيِه غُ  « رُمهُ الر   
Artinya : 
Dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah Saw. bersabda gadai tidak menutup 




Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan 
pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk 
mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama mengambil contoh Nabi 
Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih yang biasanya bertransaksi kepada 
para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai 
sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang 
biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad 
kepada mereka.8 
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4. Kaidah fikih 
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.9 
C. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai 
Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus 
dipenuhi. Secara bahasa rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkerjaan. 
Sedangkan syarat adalah ketentuan peraturan, petunjuk yang harus dilakukan. 
Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn. 
Menurut Jumhur Ulama  rukun ar-rahn itu ada empat, yaitu:10 
1. Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin). 
2. Shigat (lafadz ijab dan qabul). 
3. Utang (al-marhun bih). 
4. Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun). 
 Syarat rahn menurut jumhur, yaitu :11 
1. Syarat shigat rahn, menurut ulama hanafiyah tidak boleh dikaitkan dengan 
syarat tertentu karena rahn sama dengan jual beli, menurut jumhur boleh saja 
asal mendukung akad rahn. 
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2. Syarat orang yang melakukan akad adalah baliq dan berakal, menurut ulama 
Hanafiyah berakal saja, mumayis boleh melakukan akad rahn asal persetujuan 
wali. 
3. Syarat marhun, 
a. Dapat dijual 
b. Bernilai 
c. Jelas dan tertentu 
d. Milik sah 
e. Harta utuh 
f. Dapat diserahkan. 
Dalam fatwa DSN-MUI kententuan mengenai akad rahn (gadai) adalah sebagai 
berikut :12 
1. Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan marhun (barang) 
sampai semua utang rahin (yang memberikan barang) lunas. 
2. Barang dan manfaatnya tetap milik orang memberikan barang. Barang tersebut 
tidak boleh di manfaatkan oleh penerima barang kecuali seizin pemilik barang, 
dengan kata lain tidak mengurangi nilai dan memanfaatkan barang tersebut 
menjadi biaya pengganti dalam pemeliharaan. 
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3. Pemeliharaan barang tetap menjadi kewajiban pemilik barang, namun dapat 
juga di pelihara oleh penerima barang, namun biaya dalam pemeliharaannya 
tetap menjadi kewajiban pemilik barang 
4. Biaya pemeliharaan tidak dapat ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman. 
5. Penerima barang harus mengingatkan pemilik barang untuk segara melunasi 
utangnya apabila sudah jatuh tempo. 
6. Ketika pemilik barang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang 
dijadikan jaminan dapat dijual sesuai dengan syariah. Hasil dari penjualan 
barang digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang belum 
dibayar. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik pemberi barang dann 
kekurangan dari penjualan menjadi kewajiban pemberi barang. 
D. Mekanisme Pelaksanaan Gadai 
Dalam melakukan gadai ada beberapa yang harus dipenuhi, apabila hal 
tersebut sudah di penuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun 
mekanisme pelaksanaan gadai yaitu : 
1. Sigat akad 
Sigat akad yaitu bagaimna cara ijab qabul yang merupakan rukun akad itu 
dinyatakan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa akad adalah suatu perikatan 
antara ijan dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan 





pertaama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah 
perrnyataan pihak kedua untuk menerimanya.13 
a. Sigat secara lisan 
Shigat secara lisan adalah cara seseorang untuk mengutarakan keinginannya, 
maka akad ini dipadang sah apabila ijab qabul dilakukan secara lisan oleh pihak yang 
bersangkutan, bahasa yang digunakan tidak terikat oleh aturan khusus yang jelas 
bahasa yang digunakan dapat dipahami atau dimengerti oleh orang yang melakukan 
akad. 
b. Sigat dengan cara tulisan 
Shigat akad dengan tulisan ini dilakukan jika kedua belah pihak tidak berada di 
tempat yag sama maka transaksi dapat dillakukan dengan surat. Ijab terjadi jika pihak 
kedua sudah menerima dan membaca surat itu. Apabila dalam ijab tidak ditentukan 
tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan. 
2. Aqid (Subyek gadai) 
Aqid adalah orng yang melakukan akad, untuk sahnya transaksi gadai kedua 
bela pihak yang melakukan transaksi gadai harus baliq, berakal dan tidak mahjur 
‘alaih (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Jika yang melakukan transaksi 
gadai adalah orang gila atau anak kecil maka transaksi gadai ini tidak sah. 
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3. Marhun  
Barang gadai harus memiliki nilai menurut hukum Islam, benda yang dapat 
dimanfaatkan, menurut Imam as-Syafi’I mengatakan bahwa barang gadai dapat 
dimanfaatkan menurut syara’ meskipun pada saat yang akan dating, seperti halnya 
hewan yang masih kecil dapat digadaikan karena nantinya dapat dimanfaatkan. 
Barang yang digadaikan adalah barang milik orang yang melakukan akad.14 
4. Marhun Bih  
Marhun Bih adalah hutang yang dikarenakan adanya gadai. Penyebab gadai 
adalah hutang, Hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. 
E. Akad Perjanjian Gadai 
Akad dalam perjanjian gadai adalah sebagai :15 
1. Akad Al-Qardu Al-Hasan 
Akad al-qardu al-hasan adalah suatu akad yang digunakan oleh pihak 
pemberi dan penerima gadai dalam hal transaksi yang bertujuan untuk 
mendapatkan uang tunai. Dalam akad ini pemberi gadai dikenakan biaya berupa 
upah oleh pihak penerima gadai yang telah menjaga barang yang digadaikan. Akad 
al-qardu al-hasan dimaksud pada prinsipnya tidak boleh ada pembebanan biaya 
lain kecuali biaya administrasi.  
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2. Akad Al-Mudharabah 
Akad al-mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemberi dan 
penerima gadai. Maksud dari akad ini yaitu untuk memberikan bagi hasil 
berdasarkan keuntungan yang didapat kepada pihak penerima gadai berdasarkann 
persetujuan, sampai modal yang dijaminkan lunas. 
3. Akad Ba’i Al-Muqayadah 
Akad yang dilakukan oleh pihak pemilik barang gadai dengan pihak 
pengelola barang gadai supaya benda mempunyai nilai produktif. Seperti dengan 
pembelian alat untuk modal kerja. Agar dapat memperoleh pinjaman pihak 
pemilik barang gadai harus menyerahkan benda sebagai jaminan berupa barang 
yang daoat dimanfaatkan oleh penerima gadai. 
F. Pemanfaatan Barang Gadai 
Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam tetap merupakan hak si 
penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Sebab perjanjian hanyalah untuk 
menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang 
gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan yang melahirkan 
kemanfaatan yang dipadang sebagai riba.16 
Pemanfaatan barang jaminan menurut ulama-ulama oleh pihak murtahin dan 
pihak rahin adalah sebagai berikut :17 
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1. Pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin 
Jumhur ulama fikih, selain ulama Mazhab Hanbali, memiliki pendapat 
bahwa pihak pemegang jaminan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang 
dijadikan jaminan karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak 
pihak pemegang barang jaminan itu hanya sebagai jaminan piutang yang diberikan 
dan apabila pihak pemilik barang jaminan tidak dapat melunasi utangnya, maka 
dia dapat menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, 
jika pemilik barang jaminan mengizinkan pihak pemegang barang jaminan 
mengambil manfaat dari barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian 
ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan izin tersebut maka tidak 
ada halangan bagi pemegang barang jaminan mengambil manfaat dari barang 
tersebut, namun sebagian ulama Mazhab Hanafi lainnyaa, ulama Mazhab Maliki, 
dan ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa meskipun pemilik barang jaminan 
membolehkan pemegang barang jaminan mengambil manfaat dari barang tersebut 
tetap saja pihak pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang 
jaminan tersebut, karena jika pemegang barang jaminan mengambil manfaat maka 
hasil dari pemanfaatan tersebut adalah riba yang dilarang syara’, meskipun 
diizinkan oleh pihak pemilik barang. 
Apabila yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak, menurut ulama 
Mazhab Hanafi, pemegang gadai dapat mengambil manfaat dari hewan ternak 
tersbut jika memiliki izin dari pemiliknya. Ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab 





pemegang gadai diperbolehkan untuk memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya 
maupun tidak. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika yang dijadikan 
barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan boleh mengambil susunya 
dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang 
digunakan oleh pemegang jaminan. Akan tetapi menurut Mazhab Ulama Hanbali 
jika barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak membutuhkan biaya 
pemeliharaan, seperti tanah maka pemegang barang jaminan tidak boleh 
mengambil manfaat dari barang tersebut. 
Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika barang jaminan itu adalah 
hewan ternak maka pihak pemegang barang jaminan dibolehkan untuk 
memanfaatkannya jika memiliki izin dari pemilik barang. Ulama Mazhab Maliki 
dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak 
apalabila hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa diurus oleh pemiliknya. 
2. Pemanfaatan barang jaminan oleh rahin 
Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemilik 
barang jaminan boleh mengambil manfaat dari barang jaminan miliknya, jika 
diizinkan oleh pihak pemegang jaminan. Kedua pihak ini sepakat jika segala hasil 
dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggungjawab orang yang 
memanfaatkannya 
Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa jika pemilik jaminan itu ingin 
mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut tidak perlu ada izin dari pihak 





pemilik tidak boleh dihalangi untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. 
Tetapi, dalam waktu pemanfaatannya jika terjadi kerusakan maka pemiliknya 
harus bertanggungjawab atas kerusakan itu. Ulama Mazhab Maliki berpendapat 
bahwa pemilik barang tidak dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut baik 
diizinkan maupun tidak oleh pemegang gadai. Karena status barang tersebut 
adalah sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh. 
G. Hak dan kewajiban para Pihak dalam Pemberian Gadai18 
1. Hak pemberi gadai 
a. Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu hilang akibat dari kelalaian 
pemegang gadai; 
b. Berhak mendapat pemberitahuan dari pemegang gadai apabila barang gadai akan 
dijual; 
c. Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi 
pelunasan utangnya; dan 
d. Berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan apabila utangnya telah 
lunas. 
2. Kewajiban pemberi gadai 
a. Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungjawabkan sampai 
pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga; 
                                                             





b. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang 
yang digadaikan; 
c. Berkewajiban memberikan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan; dan 
d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika 
pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang yang digadaikan. 
3. Hak pemegang gadai 
a. Menahan benda yang digadaikan selama pemberi gadai belum meluansi utangnya; 
b. Mengambil pelunasan dari hasil pendapatan penjulan kebendaan yang 
digadaikan;dan 
c. Mendapatkan penggantian seluruh biaya perawatan barang gadai. 
4. Kewajiban pemegang gadai 
a. Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan 
atas kelalaian pemegang gadai; 
b. Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai apabila bermaksud ingin 
menjual barang yang digadaikan; 
c. Berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan setelah utang telah 
dilunasi oleh pemberi gadai; 
d. Pemegang dilarang menikmati barang yang digadaikan; dan 
e. Berkewajiban memberikan peringatan kepada pemberi gadai yang telah lalai 






H. Berakhirnya Akad Gadai 
Akad gadai berakhir disebabkan bebarapa hal, yaitu :19 
1. Barang gadai telah dikembalikan kepada pemiliknya; 
2. Pemilik gadai telah membayar utangnya; 
3. Dijual karena keinginan pemilik gadai; 
4. Pembebasan utang dengan cara apapun, walau tidak adanya persetujuan dari 
pihak pemberi gadai; 
5. Pembatalan oleh pihak penerima gadai; 
6. Rusaknya barang gadai dikarenakan kelalaian penerima gadai; 
7. Mengambil keuntungan dari barang gadai seperti penyewaan, hibah dan 
sedekah, baik dari pihak penerima dan pemilik gadai; dan 
8. Meninggalnya pemilik gadai (menurut Malikiyah) atau penerima gadai 
(menurut Hanafiyah), sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah kematian 
para pihak tidak menjadi berakhirnya suatu akad gadai. 
I. Hukum Islam 
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan 
dari al-fikih al-islami atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-islami. Mardani 
mengatakan bahwa dalam hukum Islam maupun dalam Al-Qur’an tidak ditemukan 
lafadz hukum Islam. Yang ada didalam Al-Qur’an adalah kata syariah, fikih hukum 
Allah dan yang seakar dengannya.  
                                                             






Hukum Islam seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah 
Rasul. Hukum Islam sebagai aturan keagamaan serta perintah-perintah Allah yang 
mengatur perilaku kehidupan orang Islam. Menurut Mohd Idris Ramulyo, hukum Islam 
adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat 
dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah saw dan dikembangkan melalui ijtihad para 
ulama. 
Berdasarkan pengertian hukum Islam di atas, bahwa hukum Islam ini 
bersumber dari wahyu Alllah, Sunnah Rasul dan Ijtihad para ulama. Dengan demikian 
hukum Islam itu lebih tinggi dari hukum positif lainnya, seperti hukum pidana, hukum 
perdata, hukum agraria karena hukum ini bersuber dari akal manusia, sedangkan 
hukum Islam bersumber dari wahyu Allah. 20 
Hukum Islam memiliki beberapa istilah yang memiliki karakteristik yang 
berbeda yaitu syariat, fikih, hukum syara’ dan qanun 
1. Syariat 
Secara etimologi syariat berasal dari Bahasa Arab yang berarti syariah. 
Syariah memiliki arti sebagai tempat keluarnya air. Dalam al-quran syariat adalah 
jalan yang lurus sebagaimana dalam firman Allah SWT : 
َن  الٌمِر فَاُ ت بِعَها َواَل  ونَ  تَت بِع أَ هَواَء ال ِذ يَن اَل يَعلَمُ شُم  َجعَنََکا َعَل َشِريعٍَة ِم   
Terjemahnya: 
                                                             





Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(QS. Al-Jaatsiyah/ 45: 18)21 
2. Fikih 
Fikih dalam kamus Al-Munawwir, berarti mengerti, memahami, fikih 
menurut bahasa bermakna tahu atau paham. Menurut istilah fikih diartikan sama 
dengan agama yang disyari’atkan Allah untuk para hamba untuk melengkapi 
hukum-hukum agama yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perikatan, dan 
lain-lain.  Sedangkan menurut jumhur fuqaha, fikih diartikan sebagai ilmu yang 
menerangkan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili 
yakni dalil-dalil tentang hukum-hukum yang khusus yang diambil darinya dengan 
jalan ijtihad.22 
3. Hukum Syara’ 
Hukum syara’ berarti ketentuan norma atau peraturan hukum Islam, dan 
merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini 
membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih (dalam arti hukum Islam).23  
4. Qanun 
Qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut campurnya kekuasaan 
negara dalam menyelesaikan suatu perkara. Muhammad Muslehuddin, 
mengemukakan bahwa qanun adalah himpunan peraturan yang ditetapkan 
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berdasarkan ketentuan resmi dalam suatu negara, yang dimana negara atau 
komunitas tertentu menentukan sebagai sesuatu yang terikat kepada rakyatnya.24 
J. Sumber Hukum Islam 
Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para jumhur asli Ushul Fikih 
terdiri atas empat macam, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qias. 
Sedangkan menurut Dede Rosyada sumber hukum Islam ada tiga, yaitu : al-Qur’an, al-
Sunnah, dan Ijma sahabat. Menurut Mohm. Idris Ramulyo menyatakan bahwa sumber 
hukum Islam terdiri atas lima macam, yaitu al-Qur’an, Hadis Rasulullah saw ijtihad, 
Qias, dan Ijma’.25 
K. Tujuan Hukum Islam 
Hukum Islam memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak 
Allah serta menjauhi larangannya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq 
As-Satibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta benda, yang diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya. 
Pendapat ahli-ahli hukum Islam lainnya, dengan terpeliharanya kelima tujuan itu, maka 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field research) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 
penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan 
dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar 
alamiah. Karena dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dapat 
memperoleh data yang lengkap dan benar serta mudah untuk dipahami.1 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Balangtanaya Kecematan Polongbangkeng 
Utara Kabupaten Takalar karena sebagian besar masyarakat yang ada didesa 
tersebut adalah petani dan kebanyakan orang yang memiliki kebutuhan mendesak 
akan menggadaikan sawahnya daripada meminjam uang di Bank. 
B. Pendekatan Penelitian  
1. Pendekatan Yuridis Normatif 
 Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 
permasalahan yang diteliti.
                                                             





2. Pendekatan teologis normatif 
Teologis normatif adalah suatu upaya memahami agama dengan 
menggunakan kerangka ilmu ketuhanan dengan landasan hukum Islam.  
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan 
sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data 
sekunder adalah : 
1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
langsung dilapangan dengan cara wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, 
diantaranya adalah kepala desa, iman desa, dan tokoh masyarakat itu sendiri yang 
memahami dan menguasai serta yang mempraktekkan gadai sawah yang ada di 
Desa Balangtanaya Kecematan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dari dokumen-dokumen 
(tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto yang dapat memperkaya data primer. Data 
yang diambil dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti perpustakaan 
dan sumber-sumber lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, atau artikel yang 







D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. 
Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang 
memberikan informasi yang bernar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan 
cara mengamati langsung kegiatan yang menjadi objek penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitaan dengan objek 
yang akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini wawancara sebagai salah satu teknik mengumpulkan 
data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan seperti 
kepala desa, iman desa, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan gambaran 
lengkap tentang topik yang diteliti, dengan metode ini peneliti dapat memperoleh 
data yang lebih terperinci. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu proses pengambilan gambar atau suatu kegiatan 







E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Alat audiovisual yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengobservasi 
proses pelaksanaan gadai sawah dilokasi penelitian. 
2. Daftar wawancara yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 
mewawancarai berbagai responden yang telah ditetapkan sebelumnya. 
F. Tekhnik Pengelolaan Dan Analisis Data 
1. Tekhnik pengelolaan 
Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah 
dikumpulkan untuk melengkapi data-data yang kurang atau kosong, serta 
memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan data yang diperoleh. 
2. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses 
analisis data secara kualitatif dengan cara menelaah data yang diperoleh dari 
beerbagai sumber atau informasi. Data yang didapat kemudian dipelajari ditelaah 
kemudian dianalisis. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan 
sampel dan tekhnik wawancara maka digunakan trianggulasi. Tekhik ini bertujuan 
untuk melakukan pengecekkan ulang dengan cara menggabungkan berbagai jenis 
metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten tuntas dan 







a. Reduksi data 
Reduksi kata diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, 
pengabstakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan. Reduksi kata 
bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu sehingga dapat menarik suatu 
kesimpulan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data adalah menampilkan data yang telah diperoleh dari informa agar 
lebih mudah untuk dipahami. 
c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data, 
kesimpulan dapat mempermudah untuk menjelaskan alur dari suatu penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
1. Trianggulasi 
Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. 
Trianggulasi yaitu memeriksa keabsahan data serta memanfaatkan sesuatu yang 
lain untuk keperluan pengecekan dan untuk membandingkan terhadap data 
tersebut. 
2. Display 
Display dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi 
serta merencanakan kerja untuk selanjutnya. Display disini dilakukan dengan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan disalah satu desa yang ada di Kec. Polongbangkeng 
Utara, yaitu Desa Balangtanaya. Di Kec. Polongbangkeng Utara terdiri atas 18 desa. 
Desa Balangtanaya terdiri atas lima dusun yakni Dusun Maccini Baji, Dusun 
Balangtanaya, Dusun Je’ne Dinging, Dusun Balangngasana, Dusun Panaikang Lompo. 
Tahun 2012 Desa Balangtanaya lahir dari hasil pemekaran Desa Massamaturu dengan 
nama persiapan Desa Balangtanaya yang awalnya hanya terdiri dari tiga dusun yakni 
Dusun Maccini Baji, Dusun Je’ne Dinging dan Dusun Panaikang Lompo yang 
dipimpin oleh Bapak Muhammad Arfah., M.Si selaku pejabat Kepala Desa. Desa 
Balangtanaya kemudian menjadi desa defenitif pada tahun 2013 dengan Desa 
Balangtanaya setelah melalui pemilihan secara langsung yang dimenangkan oleh 
nomor urut 1 atas nama bapak Rusdi Rate. Desa Balangtanaya kemudian dipimpin oleh 
bapak Rusdi Rate selaku kepala desa terpilih sejak tahun 2013-2018. Selanjutnya, 
bapak Rusdi Rate mengalihkan jabatannya kepada bapak Dewagun Hasyim selaku 
pejabat sementara (PLT) sampai sekarang. 
Letak geografis Desa Balangtanaya (sebelah utara, selatan, barat, dan timur) 
yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Massamaturu, sebelah selatan berbatasan 
denga Desa Moncongkomba, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan 





balangtanaya adalah 7,35 km2. Bila dilihat dari keadaan demografi Desa Balangtanaya 
termasuk dataran yang dikelilingi hamparan sawah dan perkebunan dengan ketinggian 
rata-rata 50 meter dari permukaan laut dan pada umumnya masyarakat desa 
balangtanaya bermata pencaharian sebagai petani. 
1. Jumlah Penduduk 
Penduduk Desa Balangtanaya berdasarkan data terakhir hasil sensus 
penduduk tercatat sebanyak 650 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa 
2.180 jiwa. Diantaranya jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.047 jiwa 
sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.133 jiwa. 
2. Mata pencaharian 
Desa Balangtanaya terdiri dari area pertanian dan persawahan yang 
masih bersifat tadah hujan karena belum adanya irigasi. Selain itu juga 
masyarakat masih kekurangan modal karena kurangnya akses keperbankan. 
Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk. 
Tabel 1 
Persentase Penduduk Kec. Polongbangkeng  
Dirinci Menurut Jenis mata Pencaharian 
 
Mata Pencaharian Persentase 
Petani 80% 









Sumber Data:  20 Januari 2020 
Pada tabel diatas mengenai mata pencaharian masyarakat Desa 
Balangatanaya sangat jelas terlihat bahwa masyarakat dominan bekerja 
sebagai petani, ini juga dikarenakan sebagian besar wilayah desa adalah area 
persawahan. 
3.  Sarana dan Prasarana Desa 
Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Balangtanaya 
sarana umum Desa Balangtanaya 
Tabel 2 






Sumber Data: 20 Januari 2020 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa belum ada sarana umum yang 
dimiliki oleh Desa Balangtanaya baik itu pasar, pelabuhan, terminal, ataupun tempat 
pelelangan ikan oleh sebab itu masyarakat Desa Balangtanaya masih mengandalkan 






Sarana Pendidikan Desa Balangtanaya Dirinci Menurut Tingkatannya 
 
Sarana  Jumlah 
TK 2 buah 
SD 2 buah 
SMP/Tsanawiyah - 
SMA/Aliyah - 
Sumber Data: 20 Januari 2020 
Terkait tabel diatas Desa Balangtanaya mempunyai 2 buah Taman Kanak-
kanak (TK) dan 2 buah Sekolah Dasar (SD) sedangkan untuk tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai saat ini belum 
terdapat di Desa Balangtanaya oleh karena itu kebanyakan pelajar tingkat SMP dan 
SMA dari Desa Balangtanaya bersekolah di Desa Pa’rappunganta yang berbatasan 
langsung dengan Desa Balangtanaya. 
Tabel 4 
Sarana Agama Desa Balangtanaya Dirinci Menurut Jenisnya 
Sarana Jumlah 
Masjid 4 buah 
Musallah   1 buah 










































































5. Visi dan Misi 
a. Visi Desa Balangtanaya 
 Terwujudnya kebersamaan dalam membangun Desa Balangtanaya melalui 
peningkatan kesehatan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri, terdidik 
menuju masyarakat yang sejahtera beriman dan bertakwa. 
b. Misi Desa Balangtanaya 
1) Bersama masyarakat memperkuat kelembangan desa yang ada untuk melayani 
masyarakat secara optimal 
2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan 
desa dan melaksanakan pembangunan desa partisifasif 
3) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa 
Baangtanaya yang aman, tentram, dan damai 
4) Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan keimanan. 
B. Proses Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Balangtanaya Kec, Polongbangkeng 
Utara Kab, Takalar 
Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan yang 
berbeda-beda. Manusia selalu menempatkan biaya ssebagai salah satu unsur pokok 
untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu 
manusia mempunyai banyak cara ada dengan bertani, berternak dan lain-lain. Semua 





perkembangan zaman modern ini, kebutuhan manusia pun semakin meningkat dan 
bertambah sesuai dengan perkembangan zaman.  
Gadai sawah pada masyarakat di Desa Balangtanaya merupakan kegiatan 
muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Ketika mereka dalam 
kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai, dimana gadai tersebut 
menurut masyarakat adalah hutang dengan barang jaminan antara peenggadai dan 
penerima gadai, dimana penggadai menerima uang dan pihak penerima gadai mendapat 
sawah yang dijadikan barang jaminan. Gadai sawah ini dilakukan karena untuk 
memenuhi kebutuhan yang mendadak dan memerlukan pinjaman yang cepat, 
dikarenakan mayoritas penduduk yang ada di Desa Balangtanaya adalah seorang 
petani. Pada  masyarakat Desa Balangtanaya barang yang dijadikan jaminan adalah 
sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil 
pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena 
menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa 
karena sudah memberi pinjaman. Namun, proses gadai yang terjadi di Desa 
Balangtanaya tidak memiliki batasan waktu, proses gadai ini sering kali berlangsung 
bertahun-tahun karena penggadai tidak memiliki uang untuk menebus barang 
jaminannya. 
Tata cara pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 





orang yang bisa menerima gadai dan mampu memberinya pinjaman. Seperti contoh 
dibawah ini. 
Ilustrasi : gadai sawah yang dilakukan oleh si A (penggadai), yaitu si A 
menggadaikan sebidang tanah kepada si B (penerima gadai), pada awalnya si A 
mengajukan pinjaman kepada si B dengan jumlah tertentu, kemudian si B setuju 
dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh si A. maka, si A kemudian menyerahkan 
sebidang sawah kepada si B, dan si A menerima uang yang dipinjamnya dari si B. Pada 
saat transaksi gadai itu sudah berjalan, si B mengelola sawah itu dan mengambil 
hasilnya seperti halnya milik sendiri hanya saja hak miliknya masih milik si penggadai, 
serta hasil dari sawah tersebut dalam pertahunnya melebihi dari uang pinjamannya. 
Beberapa tahun kemudian si A hendak menebus sawahnya, namun apabila sawah yang 
dikelola oleh si B balum waktunya panen, maka si A masih belum bisa mengambil 
sawahnya terlebih dahulu sampai sawah tersebut sudah panen. Hal seperti ini sudah 
menjadi suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah berjalan turun-temurun. 
Dari ilustrasi yang ada diatas, kebanyakan masyarakat melakukan transaksi 
gadai sawah tersebut, tetapi ada pula masyarakat yang melakukukan transaksi gadai 
yang dimana barang yang dijadikan jaminan tersebut dikelola sendiri oleh pihak 
penggadai dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai dengan hasil panen dari sawah 
tersebut. Seperti yang dikatakan ibu Rabasia dg Kenna (rahin): 
Saya menggadaikan sawah karena ada keperluan yang sangat mendesak dan 





barang yang dijadikan sebagai jaminan saya dikelola sendiri dan hasil dari 
sawah tersebut saya bagi dua dengan pihak murtahin.1 
 Dengan transaksi gadai yang dilakukan ibu Rabasia dg Kenna (rahin) dan ibu 
Saripa dg Ranne (murtahin), prosedur dalam melakukan transaksi gadai tidak jauh beda 
dengan yang lain hanya saja dalam akad perjanjiannya pihak rahin meminta kepada 
pihak murtahin agar sawah yang dijadikan jaminan dikelolah sendiri dengan jangka 
dua kali panen selanjutnya bakal dikelola oleh pihak murtahin. Dengan akad ini 
awalnya pihak murtahin tidak menerima karena gadai yang sering terjadi itu pihak 
murtahin yang dapat mengelola barang jaminan, seperti yang dikatakan ibu Saripa dg 
Ranne : 
Awalnya saya keberatan karena gadai yang biasanya terjadi itu pihak murtahin 
yang mengelolanya, tetapi karena pihak rahin ini sangat membutuhkan uang 
jadi saya ikuti saja dengan perjanjian dua kali panen, ketika sudah dua kali 
panen maka selanjutnya saya yang akan mengelolanya.2 
 Berdasarkan perjanjian dalam akad gadai yang dilakukan oleh ibu Rabasia dg 
Kenna (rahin) dan Saripa dg Ranne (murtahin), barang jaminan tersebut bisa dikelola 
sendiri oleh pihak penggadai dengan perjanjian dua kali panen, dan ketika pihak 
penggadai yang mengelolanya maka hasil dari sawah yang dijadikan barang jaminan 
tersebut dibagi dua. 
Prosedur dalam melakukan transaksi gadai sawah di Desa Balangtanaya antara 
penggadai dan penerima gadai. Mereka penggadai mendatangi penerima gadai, seperti 
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yang dijelaskan ibu Ros dg Memang ketika menggadaikan salah satu sawahnya kepada 
ibu Aisyah dg Pipa, penggadai terlebih dahulu memberitahukan berapa besar uang 
yang akan dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Sawah yang 
digadaikan oleh ibu Ros dg Memang seluas 2.347 m2 ibu Aisyah dg Pipa memberikan 
uang pinjaman yang dibutuhkan oleh penggadai sebesar Rp.30.000.000-. transaksi 
yang dilakukan oleh ibu Ros dg Memang dan ibu Aisyah dg Pipa tentu saja melalui 
proses ijab qabul. 
Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus 
baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada 
penggadai, akan tetapi dilihat dari kisaran harga sawah yang dijadikan barang jaminan. 
Besaran uang yang dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual sawah tersebut. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Aisyah dg Pipa (Murtahin). 
Penerima gadai tidak memiliki rumus dalam hal penentuan besar pinjaman 
yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besarann pinjaman itu haru sesuai 
dengan luas sawah yang akan dijadikan jaminan.3 
Alasannya yang pertama mengapa menggadaikan sawah harus sesuai dengan 
uang yang dipinjam agar penggadai ini tidak merasa rugi dengan uang yang 
dipinjamnya dengan sawah yang dijadikan jaminan. Karena dalam hal pemanfaatan 
penerima gadai tetap untung dari hasil sawah yang dijadikan jaminan serta uang yang 
dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sedikit pun. Alasan 
                                                             






yang kedua dengan adanya taksiran luas sawah dngan uang untuk mengantisipasi jika 
terjadi gagal pelunasan utang dari pihak pemberi gadai. 
Terkait dengan batas waktu pelunasan pihak penerima gadai tidak memberikan 
batasan waktu kepada pihak penggadai. Pihak penggadai bisa menebus sawahnya 
ketika sudah bisa melunasi utangnya, dan pada saat ingin menebus sawah tersebut 
pihak penggadai tidak dapat mengelolanya jika di sawah yang dijadikan jaminan 
tersebut masih ada tanaman misalnya padi dari pihak penerima gadai, pihak penggadai 
boleh mengelolanya jika swah tersebut sudah kosong atau padi tersebut sudah dipanen. 
Gadai sawah ini yang sering dilakukan oleh masyarakat apabila membutuhkan 
uang dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 
permasalahan dalam gadai, diantaranya : 
1. Pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai 
Pemanfaatan hasil dari pengelolaan sawah tersebut dimanfaatkan 
sepenuhnya oleh penerima gadai.  Pihak penggadai tidak diberi sedikit pun hasil 
dari keuntungan sawah itu. Hal ini terjadi karena pemanfaatan barang gadai sudah 
menjadi kebiasaan di Desa Balangtanaya yang dilakukan secara turun temurun. 
Untuk meminta bantuan finansial dijaman ini dengan bermodalkan kepercayaan 
tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai harus rela jika sawahnya 
dimanfaatkan oleh penerima gadai. Seperti yang dikatakan oleh ibu Singara dg lino 





Yang membuat saya tidak keberatan menjaminkan sawah saya yang 
dimanfaatkan oleh murtahin itu karena saya dalam keadaan sangat 
membutuhkan uang dan dalam jumlah yang banyak dan dijaman sekarang tidak 
mudah meminta bantuan uang jika hanya bermodalkan kepercayaan saja.4 
Selain sulit meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai 
dilakukan dengan alasan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
setempat seperti yang dikatakan oleh ibu Ramlah dg Te’ne (murtahin). 
Dalam hal pemanfaatan barang gadai itu sepenuhnya dikuasai oleh penerima 
gadai ini adalah kebiasaan masyarakat disini dan sudah lama dilakukan dan 
saya pun mengikuti hal ini dengan mengelolah dan mengmbil sendiri hasil 
panen dari sawah yang dijadikan jaminan sampai pihak penggadai mampu 
dalam melunasi utangnya.5 
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerima gadai mendapat 
izin dari pihak penggadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Serta 
dalam pemanfaaatan barang gadai ini sudah berlansung sejak lama dan dilakukan 
secara turun temurun dan sampai saat ini pemanfaatan barang jaminan masih 
dilakukan oleh penerima gadai.  
2. Waktu penguasaan gadai  
Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai yang ada di Desa 
Balangtanaya dilakukan antara pihak yang menggadaikan sawah dan yang 
menerima gadai sawah. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum 
mampu melunasi utangnya maka gadai sawah ini berlangsung tanpa adanya batas 
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waktu yang ditentukan sehingga sering terjadi gadai sawah selama bertahun-tahun. 
Sebagaimna yang diktakan oleh ibu Singara dg lino (rahin) bahwa : 
Sawah yang saya jadikan jaminan ini berlangsung bertahun-tahun karena saya 
belum mampu melunasi pinjaman saya dan pada saat saya memiliki uang untuk 
menebus sawah saya itu saya lebih membutuhkan uang dibanding dengan 
menebus sawah yang saya jadikan jaminan utang. Seperti sawah saya yang 
dijadikan sebaagai jaminan hutang sudah berlangsung selama 4 tahun.6 
Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan 
jaminan yang berlangsung secara bertahun-tahun disebabkan karena tidak 
mampunya penggadai membayar utangnya. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa alasan dari 
penggadai (rahin) melakukan transaksi gadai adalah untuk kebutuhan sehari-hari, 
sebagai modal usaha dan biaya sekolah anaknya. Dengan adanya transaksi ini 
masyarakat lebih merasa terbantu dan bisa memperoleh sejumlah uang seperti yang 
diinginkan dengan cepat tanpa adanya suatu syarat, hanya dengan menyerahkan 
sebidang sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai.  Adapun 
alasan pihak penerima gadai (murtahin) melakukan transaksi gadai adalah untuk 
menolong orang-orang yang membutuhkan uang serta ingin mengambil manfaat dari 
sawah yang dijadikn barang jaminan tersebut karena menurutnya untuk apa uang yang 
dimilikinya didiamkan saja jadi dia lebih baik dia meminjamkannya kepada orang yang 
membutuhkan tersebut.  
                                                             





C. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Desa Balangtanaya 
Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar 
 Hukum Islam sudah mengatur tentang gadai dan tata cara pelaksanaannya, 
dalam hukum Islam pelaksanaan gadai sawah harus berdasarkan prinsip-prinsip 
muamalah yaitu kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan terhadap 
barang gadai, karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang 
membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, akad gadai ini berkaikatan dengan 
akat utang-pitang yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak. Gadai dalam Islam 
tidak dibenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh syara’ dan 
pihak merasa terbebani dan tertekan karena selain harus membayar hutangnya, 
penggadai juga mmbayar bunganya. Jadi, praktik yang dibolehkan dalam Islam adalah 
dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dalam Islam 
dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak 
perjanjian gadai. 
 Gadai tanah pertanian mempunyai dasar hukum yang berlaku, dasar hukum 
gadai tanah pertanian terlihat pada produk hukum seperti yang terangkum dalam 
ketentuan hukum nasional. Dasar aturan gadai tanah berasal dari undang-undang 
nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Dalam undang-undang 
telah mengelompokkan gadai kedalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagimana 
yang tertuang dalam pasak 16 ayat (1) huruf h. 
 Gadai tanah pertanian juga diataur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 56 





dala pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara 
penebusan dalam gadai tanah pertanian. 
 Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai 
yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
untuk mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran 
uang gadai. Dalam ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah 
berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah 
tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Hal ini 
diasumsikan bahwa pemegang gadai yang menggap tanah pertanian selama 7 tahun 
atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang diberikan kepada pemilik 
tanah pertanian. Maka agar ketentuan-ketentuan peraturan ini dapat berjalan dan  
dilaksanakan sebagaimana mestinya diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya sesuai 
dengan pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960: 
1. Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan  dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 10.000.- huruf b barang  siapa tidak melaksanakan 
kewajiban tersebut pada pasal 3,6 dan 7 (1). 
2. Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 7 
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 Dalam pasal 7 ayat (2) di tegaskan bahwa mengenai hak gadai tanah  pertanian 
yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun,  maka pemilik 
tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai 
dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: 
(7+1/2)- waktu berlangsung hak gadai     X   Uang gadai 
   7 
 Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah pertanian itu telah  
berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa 
pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada  selesai di 
panen. Ketentuan pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan sistem 
gadai tanah pertanian yang telah berjalan ditengah-tengah masyarakat yang masih 
memakai hukum adat namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum 
adat tetap saja berlaku di Desa Balangtanaya. 
 Gadai dibolehkan dalam Islam bahkan Nabi Muhammad saw pernah 
menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan sebagaimana dalam hadist : 
ا مَ  َعلَْيِه َوَسل َم اْشتََرى َطعَا َعانَِشةُ َرِضي َّللا  َعْنَها أَن  الن بِي  َصل  َّللا   َعن






Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan 
menjaminkan kepadanya baju besi.”(H.R. Bukhari – no 1926, kitab Al Buyu-, 
dan Muslim)8. 
 Menurut bapak Rahman dg Ngeppe salah satu tokoh agama menurutnya 
dimasyarakat ini banyak manusia yang menggadaikan sawahnya dan dalam Islam 
sepanjang ada kesepakatan itu tidak apa-apa sepanjang tidak memberatkan kedua belah 
pihak yaitu rahin dan murtahin. Dalam Islam dibolehkan dalam hal transaksi gadai 
karena ini menyakut hal yang memudahkan orang, di sisi lain ada orang yang 
membutuhkan dana dan yang di datangi ni adalah juga orang yang butuh sawah maka 
dengan adanya kesepakatan  itu dibolehkan, yang dilarang itu adalah menggadaikan 
sawah jika ingin dikembalikan artinya meberatkan orang itu misalkan jika ada orang 
yang menggadaikan sawahnya dan uang yang di pinjamnya sebesar Rp3.000.000.00 
akan tetapi jika dikembalikan itu berupa menjadai Rp.5.000.000.00 ini yang dilarang 
dalam Islam. Kita menggadaikan sawah ini bukan untuk memberatkan orang namun 
sama-sama saling memudahkan, ada yang ingin menggadaikan sawahnya karna  
memiliki keperluan tetapi jika ada tambahan diluarnya maka itu yang diharamkan. Jadi 
menggadai sawah itu dibolehkan dalam Islam mengenai dari lebihnya dari hasil sawah 
tersebut tergantung dari kesepakan dari awal. Dari segi hukum surat kesepakatan itu 
secara tertulis dengan materai tetapi orang dulu hanya dengan kata-kata sudah sah, 
karena sesuatu yang tidak memiliki surat itu tidak boleh maka surat.9 
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 Pada dasarnya gadai dalam Islam itu boleh sebagaimana dalam Al-Qur’an surah 
Al-Baqarah ayat 283. Dara para ulama juga menyepakati dilakukannya gadai 
sehinggga dalam pandangan Islam persoalan gadai itu di bolehkankan ketika itu 
bersifat menolong sesama manusia dan membantu meringankan beban. Dalam hal 
pemanfaatan barang gadai, ada dua pihak yang menggunakan barang gadai tersebut 
yaitu orang yang menerima gadai (murtahin) dan orang memberikan gadai (rahin). Jika 
penerima gadai menggunakan barang gadai tersebut tanpa imbalan, maka hal itu 
diharamkan karena termasuk dalam kategori riba. Namun jika pemilik gadai yang 
menggunakan barang tersebut mayoritas ulama membolehkannya, jika halitu tidak 
mengurangi harga barang tersebut seperti menempati rumahnya sendiri yang 
digadaikan atau menaiki kuda yang digadaikan tetapi mayoritas ulama pemilik tersebut 
harus meminta izin kepada pihak murtahin.10 
 Dalam hal gadai yang sering terjadi dimasyarakat itu dikarenakan penggadai 
memerlukan uang, dalam praktek gadai ini orang memerlukan uang tersebut 
memberikan sawahnya sebagai jaminan kepada orang yang memberikannya pinjaman 
uang. Barang jaminan itu sepenuhnya digarap oleh orang yang memberinya pinjaman, 
barang jaminan tersebut dapat diambil jika pemilik barag jaminan telah mampu untuk 
melunasi utangnya. Gadai ini sering berlangsung selama bertahun-tahun dikarenakan 
pemilik barang jaminan tidak memiliki uang untuk menebus kembali sawah yang di 
jadikan barang jaminan. Namun menurut bapak Haeruddin dg Ta’le bahwa kita tidak 
                                                             





boleh memanfaatkan dan mengambil hasil garapan sawah yang dijadikan jaminan. 
Penerima gadai sebaiknya hanya memegang surat gadai tanpa menguasai dan 
menggarap sawah tersebut karena jika dikuasai bahkan diambil hasil garapan sawah 
tersebut hal ini termasuk dalam riba11. 
 Dalam pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat 
pengganti biaya perawatannya. Apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, 
sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak 
memberi biaya perawatannya maka pemegang boleh memanfaatkannya, akan tetapi 
hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang 
tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis: 
ب بنفقته و عن ا بي هرير ة ر ضي هللا عنه قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم الظهر يرک
لنفقة )راه انفقته ادا کان مر هونا وعليالذی يرکب ويشرب اذاکان مر هو ناو لبن الد ريشرب ب
 البخاري(
Artinya : Abu Hurairah r.a.berkata, bahwa rasulullah SAW. bersabda binatang 
tunggangan yang dirungguhkan atau diborongkan harus ditunggangi dipakai, 
disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh diminum diperas untuk 
pembayaran ongkosnya, orang yang menunggangi dan meminum air susunya 
harus membayar biaya perawatannya. (HR. Bukhari)12 
 Dari hadits diatas menjelaskan bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang 
gadai dengan syarat harus seimbang dengan pemakaian/pemanfaatan barang dengan 
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biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan barang tersebut, dan tidak boleh berlaku 
zhalim atau sampai membahayakan barang gadai tersebut. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanbali. 
 Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu 
adalah hewan, maka pemegang barang berhak untuk mengambil susunya dan 
menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan 
pemegang barang jaminan.13 
 Namun, terkait dengan pengambilan manfaat barang gadai di Desa 
Balangtanaya sudah menyalahi aturan agama karena barang gadai tersebut dikuasai 
oleh murtahin dan rahin selaku pemiliknya tidak memiliki hak untuk mengelolah dan 
mengabil manfaatnya. Pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi di masyarakat 
bertentangan dengan hukum Islam karena jika hal ini berlangsung lama maka dapat 
merugikan pihak rahin, karena pihak penggadai ini menanggung dan kehilangan 
manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Praktek gadai dengan 
pemanfaatan yang dikuasai oleh murtahin sudah lama terjadi di masayarakat dan ini 
sudah menjadi tradisi karena kebanyakan masyarakat melukakan transaksi gadai 
dengan cara seperti ini. Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya, barang jaminan seperti 
sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan 
mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penerima gadai, atas kesepakatan 
bersama. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu diketahui, bahwa hasilnya tidak 
                                                             





boleh menjadi hak sepenuhnya penerima gadai seperti yang terjadi dimasyarakat dan 
praktek semacam inilah yang harus diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran 
Islam. 
 Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam tetap merupakan hak 
penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Sebab perjanjian hanyalah untuk 
menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang 
gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan yang melahirkan 
kemanfaatan yang dipadang sebagai riba.14 
1. Pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin 
Jumhur ulama fikih, selain ulama Mazhab Hanbali, memiliki pendapat 
bahwa pihak pemegang jaminan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang 
dijadikan jaminan karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak 
pihak pemegang barang jaminan itu hanya sebagai jaminan piutang yang diberikan 
dan apabila pihak pemilik barang jaminan tidak dapat melunasi utangnya, maka 
dia dapat menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, 
jika pemilik barang jaminan mengizinkan pihak pemegang barang jaminan 
mengambil manfaat dari barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian 
ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan izin tersebut maka tidak 
ada halagan bagi pemegang barang jaminan mengambil manfaat dari barang 
tersebut, namun sebagian ulama Mazhab Hanafi lainnyaa, ulama Mazhab Maliki, 
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dan ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa meskipun pemilik barang jaminan 
membolehkan pemegang barang jaminan mengambil manfaat dari barang tersebut 
tetap saja pihak pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang 
jaminan tersebut, karena jika pemegang barang jaminan mengambil manfaat maka 
hasil dari pemanfaatan tersebut adalah riba yang dilarang syara’, meskipun 
diizinkan oleh pihak pemilik barang. 
Apabila yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak, menurut ulama 
Mazhab Hanafi, pemegang gadai dapat mengambil manfaat dari hewan ternak 
tersbut jika memiliki izin dari pemiliknya. Ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab 
Syafi’i berpendapat bahwa jika hewan ditelantarkan oleh pemiliknya maka pihak 
pemegang gadai diperbolehkan untuk memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya 
maupun tidak. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika yang dijadikan 
barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan boleh mengambil susunya 
dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang 
digunakan oleh pemegang jaminan. Akan tetapi menurut Mazhab Ulama Hanbali 
jika barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak membutuhkan biaya 
pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh 
mengambil manfaat dari barang tersebut. 
Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika barang jaminan itu adalah 
hewan ternak maka pihak pemegang barang jaminan dibolehkan untuk 





dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak 
apabila hewan tersebut dibiarkkan begitu saja tanpa diurus oleh pemiliknya. 
2. Pemanfaatan barang jaminan oleh rahin 
Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemilik 
barang jaminan boleh mengambil manfaat dari barang jaminan miliknya, jika 
diizinkan oleh pihak pemegang jaminan. Kedua pihak ini sepakat jika segala hasil 
dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggungjawab orang yang 
memanfaatkannya.  
Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa jika pemilik jaminan itu ingin 
mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut tidak perlu ada izin dari pihak 
pemegang gadai, karena, barang jaminan tersebut adalah miliknya dan seorang 
pemilik tidak boleh dihalangi untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. 
Tetapi, dalam waktu pemanfaatannya jika terjadi kerusakan maka pemiliknya 
harus bertanggungjawab atas kerusakan itu. Ulama Mazhab Maliki berpendapat 
bahwa pemilik barang tidak dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut baik 
diizinkan maupun tidak oleh pemegang gadai. Karena status barang tersebut 








  Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terdapat 
permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil  kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Balangtanaya Kec, Polongbangkeng 
Utara Kab. Takalar yaitu  
a. penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam 
sejumlah uang secara tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 
menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atas utangnya;  
b. Hak pemanfaatan dari barang jaminan tersebut dikuasai oleh murtahin sampai 
hutang rahin lunas dan  
c. Ada pula pihak penggadai yang mengelola sendiri sawah yang dijadikan barang 
jaminan tersebut dengan hasil dari sawah tersebut dibagi dua dengan pihak 
penerima gadai.  
d. Waktu pelunansan utang tidak terdapat batasan waktu, berakhirnya gadai apabila 
rahin telah mampu melunasi utangnya kepada pihak murtahin. 
2. Praktek gadai sawah di Desa Balangtanaya Kec, Polongbangkeng Utara Kab. 
Takalar yang ditinjau dari hukum Islam adalah boleh karena dari segi rukun dan 





Mulai dari orang yang melakukan akad yaitu rahin dan murtahin, ijab dan 
qabul dalam transaksi ini dilakukan secara lisan serta mengandung maksud 
dari gadai, adanya marhun adalah barang milik sendiri, dapat diperjual belikan 
serta memiliki niai dan dapat diserah terimakan. Dalam hal pemanfaatan gadai 
terdapat beberapa pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak 
membolehkannya. Tetapi dalam undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 
tentang penerapan luas tanah pertanian, tanah pertanian yang dikelolah oleh 
pihak pemegang gadai apabila gadai tersebut sudah berlangsung selama 7 
tahun maka barang jaminan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa 
adanya uang tebusan. 
B. Implikasi 
Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk 
menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 
1. Mengenai  pelaksanaan  gadai sawah tersebut,  antara  Pemberi  Gadai (rahin)  
dan Penerima  Gadai (murtahin)  harus  ada  kejelasan  mengenai  waktu  
pengembalian hutang  dan  barang  jaminan setelah jatuh tempo, sehingga  
pelaksanaan  gadai  tidak  berlarut lama. 
2. Dalam pelaksanaan gadai di Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara 
Kab. Takalar jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti yang 
dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma para ulama yang merupakan 
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Gambar 1 : wawancara dengan bapak Iman Desa Balangtanaya Sunardi dg Rapi 
 






Gambar 3 : wawancara dengan Ibu Ros dg Memang selaku rahin  
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